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1999 tentang  Pemerinizha-
1995 Nomaor 40 Tambahan

Undang-undang  Nomor 25 Tahun 1999 lemtang  Perimbengan
Kcuangan Antara Pemerintah Pusa dap Dacrzh (Lem

baran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan 1embaran Negara Nomor 3848

1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negarz

Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3897y,

Un’dang—undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubohan Atas
Undung—undung Nomor 48 Tahun 1999 icntang  Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negar:
Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Ne:zara Nomor 3963),
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8. Peraturan Pemerintah Nomor O Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Dacroh (1Lembaran Negara Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);

9. Peraturan Pemerintal Nomor 25 “Tahun 2000 fentang Kewenangan
Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinyi sebugai Ducrah Otonom
(Lembaran Negora Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomior 3952):

10 Peraturan Pemerintah Nomor 84 “Tuhun 2000 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Dacrah (L.embaran Negara "(ahun 2000 Nomor
165),

P Peraturan Pemerintal Nomor 96 Tahun 2000 (entang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentiun Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara “Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4014y,

12 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil Dalam Jubatan Struktural (Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lemburan Negura Nomor
4018).

13.Keputusan - Presiden Nomor 44 Tuhun 1999 lentang  Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

14 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Dacrah Nomor S0
Tahun 2000 entang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Dacrah Kabupaten /Kota, '

Dengan Persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAN KABUPATEN BIREUEN

MEMUTUSKAN :
ﬂenctapkan: QANUN KABUPATEN BIRCUEN TENTANG l’l'IMBEN’I'UKAN,
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BIREUEN,
BARB
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan ;

1. Dacrah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten
Bircuen;

2. Otonomi M/{
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2. Otonomi Dacrah adaly), ch.vcnung:m Dacrah Otonom untuk mengatur
dan menguruy kcpcnl,mgnn Masyarakat setempat menurut prakarsa
sendirg berdasarkan ASPItast masyarakal  sesyai dengan peraturan
pcrunclung-und:_mgan;

3. Pemeringah Ducrah adalah Kepala Dacrah beserla Perangka Dacrah
Otonom yang lain sehugai Badan I’ksekutif Dacrah;

4. Bupati adalgh Bupati Bircuen;

3. Sckretarigg Dacrah Kabupaten sclanjutnya dischut Sekrefariat Daerah
adalah Sekretariag Daerah Kabupaten Bireuen; '

0. Sckretariy Dacrah Kabupaten selanjutnya dischul Sckretaris Dacrah
adalah Sekretaris Dacrah Kabupaten Bireuen:

7. Perangkal Dacrah  adalah Organisasi/l.cmbaga pada  Pemerintah
Daerah yang berlanggung Jawab kepada Bupati dan membantu Bupati
dalam penyclenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat
Dacrah, Dingg Dacrah dan l.embaga “I'cknis Dacrah, Kecamatan dan
Kelurahan Yang organisasinya dibentuk sesua dengan kewenangan
dan kebutuhan Dacrah,

) BAB Il
PEMBENTUKAN
Pasal 2
If)cn;_;n;l Qunun inj dihénluk Sckrclur‘iul‘l')ncruh Kabupaten Bircuen.
BAB 111
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 3
Sekrelariat Daerah merupakan unsur stal’ Pemerintah Dacrgh yang
dipimpin oleh Sekreturis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati. '
Pasal 4
Sekretariat  Dacrai mempunyai - lugas  membantu Bupali "‘dalalp
melaksanakan  (ugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi,

organisasi dan (ata laksana seria memberikan pelayanan administratif
kepada seluruh Perangkat Dacrah,

Pasal ... 47/,;/{
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Pasal 8
(1) Asisten Sckretarial Dacrah terdini dary -

4. Asisten Tatn Praja;
b Asisten Ekonomi Pembangunan:
¢ Asisten Administrasj.

(2) Asisten Sekretaris Daersh berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 9
(1) Asisten Tty Praja terdint dary -

2. Bagian Pemerintahan membawahi - .~
1. Sub Bagian Pemerintahan dan Otonomi Dacrah;
2. Sub Bagian Perangkat Ducruh;
3. Sub Bagian Ketertiban;
4. Sub Bagian Pemerintahan Desz.

b Bagian Organisas membawahy -~

- Sub Bagian Kelembagaan
Sub Bagian K ctatalaksangan dan Anforjab,
Sub Bagian Perpustakaan:

4. Sub Bagun Pengolaban gz Elckironik

' N e

€. Bagian Hukum membawahi - ——
1. Sub Bagian Pcraturan l’crundang-undangan:
2. Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan | lukum. _
*3. Sub Bagian Dokumentas; Hukum.

(2) Asisten Iikonomi Pembangunan terdiri dar; -

a. Bagian Ekonomi mcmbawahj -
I. Sub Bagian Prasarang Perckonomian:
2. Sub Bagian Produksi Dacrah; _
3. Sub Bagian Lingkungan Hidup;
4. Sub Bagian Investasi dan Kerjasama Lyar Negeri;
5. Sub  Bagian  Fasilitas Pembiayaan dan Pengembangan
Perckonomian Rakyal

b. Bagian Pembangunan membawah: :
I Sub Bagian Program Kerja: ‘
2. Sub Bagian Pengendalian: -
3. Sub Bagian Pclaporan.

¢ Bagian Bina Sosial membasyah - .
I Sub Bagian Agama; ,
2. Sub Bagian Kesejahteraan: <
3. Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga;
4. Sub Bagian Bantuan Sosul
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BAB V
TATA KERJA
Pasal I5

Dalam melaksanakan lugasnya Sckretaris Daerah, Asisten Sckretaris
Dacrah, Kepala Bagian dan [<epala Sub Bagian wajib mencrapkan prinsip
Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan
horizontal haik dalam lingkungan Sckrelariat Dacrah maupun Instansi lain
sesuai dengan tugns masing-masing,

Pasal 10

Scuap pimpinan satuun organisast dulam lingkungan Sekretariat Daerah
wajib - mengawasi— bawahannya masing-masing  dan  bila  terjadi
penympangin g mengambil Tangkah-langkah yang diperlukan sesuat
dengan ketentuan yang berlaku.,

Pasal 17

Sctiap pimpian satuan organisast dalam lingkungan Sckretariat Daerah
bertanggung  jawab  memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya
masing-masing  dun  memberikan bimbingan  serta  petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bavwahannys,
Pasal 18 =

Seliap pimpiman satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk  dan - bertanggung, Jawab kepada atasan masing-masing, dan
menyampatkan laporan berkala epat waktu,

Pasal 19
Sctiap Laporan yang, diterima olgh pimpinan satuan organisasi dari
bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan  sebagai bahan untuk

penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada
bawahannya.

Pasal 20
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara
[ungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 21
Dalam - melaksanakan fugas seliap pimpinan organisasi dibanty olch

salian orgnnisasi dibawabnya dan dalom rangka pemberian bimbingan
kepada bawahan MasIng-masing, wajib mengadakan tapat berkaly.

BAB .../ /7//;

Scanned by CamScanner



BAB VI
KETENTUAN PERALIIAN
Pasal 22

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan
dengan Qanan inj dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya.

Pasal 24
Qanun ini mulai berlaku pada tinggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Bircuen.

Disahkan di Bircucn

DRS. TL HAWIDANI RADEN

Diundangkan di Bircuen
pada tanggal 10 Januari 2002 /

f}/ SEKRETARIS DAERALL KABUPATEN,
M
DRS. HASAN BASRI BJALLL,
Pembina Th 1/ Nip. 010 071 923 -

LEMBARAN DAERAT KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2002 NOMOR |
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PENJELASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN BIRLUEN
NOMOR | TAHUN 2002

TENTANG

PEM BL‘N'I'UI{AN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERATT KABUPATEN BIREUEN

L PENJELASAN UMUM :

I. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000
lentang  Pedoman Organisasi  Perangkat  Daerah, maka kepada Dﬂ_th
Kabupaten/Kot  diberi kewenangan untuk  menctapkan  Susunan Organisasi
Perangkat Dacrah sesuai dengan kemampuan keuangan Dacrah,

2. Bahwa untuk adanya dasar hukum dalam penyelenggaraan roda pemerintahan

SGIGZgn g ocrdayi puna dan beshasil eona. nerlu dibentuk - Susunan
Organisasi dan Inta Kerja Sckretariat Dacrah yang ditctapkan dengan Qanun.

3. Bahwa Pembentukan Susunan Organisasi dan ‘T'ata Kerja Sekretariat Daerah
tersebut diatas adalah berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Négeri dan

Otonomi Dacrah Nomor 50 Tahun 2000 fentang Pedoman Orpanisasi Perangkat
[acrah.

1L PENJELASAN PASAL DEMI PASAL -

Pasal | sampai dengan Pasal 24 - Cukup Jelus.

S
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